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BABIV 


PENUTUp· 


IV.1 	Kesimpulan 

1. 	 Terdapat celab hukum pada peraturan perundangan yang mengatur Dana Bagi 

Hasil yang bersumber dari Dana reboisasi. CeJab hukum tersebut, terdapat pada 

Pasal14 hurufb dan PasaI 16 Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 Tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintab. Pusat Dan Pemerintah Daerah, 

mengatur bahwa Dana Reboisasi masuk dalam komponen Dana Bagi HasH, 

namon, tidak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang tersebut, berapa 

Persentase bagian lmtuk Pemerintab Daerah Propinsi. Nrumm dalam aturan 

pelaksananya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tabm} 2002 Tentang Dana 

Reboisasi pada PasaI 11 disebutkan. setiap tahun Pemerintah Daerah Propinsi 

Penghasil mengkoordinasikan pengusulan kegiatan rehabilitasi hutan dan laban 

dari KabupateniKota kepada Menteri untuk mendapatkan alokasi Dana 

Reboisasi dari Bagian 40% . (Bagian 40% tersebut, menurut PasaI 16 Undang-

Undang Nomor 33 Tabun 2004 adaJab bagian daerah yang digunakan untuk 

kegiatan rehabilitasi hutan dan laban di Kabupaten/Kota penghasil). 

Pada bagian inilab terdapat aturan yang tidak sinkron. Pada Undang-Undang 

Nomor 33 Tabun 2004, tidak mengatur tentang bagian Pemerintab Propmsi dari 

Dana Reboisasi, namon pada aturao pelaksananya, yaitu Peraturan Pemerintah 

Nomor 35 Tabun 2002 Tentang Dana Reboisasi. Pemerintah Propinsi dapat 
" ..~ 
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mengusulkan untuk memperoleh bagian Daerah KabupatenIKota penghasil, 

yang besamya 40% tersebut. 

2. 	 Tata Cara Mengenai Prosedur Perhit1Ulgan bagi hasil Dana Bagi Hasil 

sebagaimana telah di bahas pacta Bab III, secara jelas diatur daIam Peraturan 

. Pemerintah Nomor 	104 Tc;iliun 2000 Tentang Dana Perimbangan dan dirinci 

Iebm Ianjut dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

612IPMK.06/2004 Tentang Perubaban Kedua Atas Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 344/KMK0612001 Tentang Penyaluran Dana Bagian Daerab 

Dari Sumber Daya Alam 

IV.2 Saran 

1. 	 Perlu segera dibuat peraturan pelaksana tentang Dana Reboisasi, karena posisi 

Dana Reboisasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

masuk dalam komponen Dana Alokasi Khusus. Dengan pemberlakuan Undang

Undang Nomor 33 tabun 2004 yang mengatur hal yang sarna, posisi Dana 

Reboisasi berubah, menjadi komponen Dana Bagi Hasil yang bersumber dari 

Sumber Daya Alam. Perubahan tersebut, seharusnya diikuti dengan peraturan 

pelaksanaan karena peraturan pelaksana sebelwnnya, yaitu Peraturan 

Pemerintah Nomor 35 Tabun 2002 Tentang Dana Reboisasi tidak lagi dapat 

diberlakukan. 
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2., 	 Prosedur Pembagian Dana Bagi Hasil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah Propinsi, sebaiknya melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan dan 

melibatkan peran serta masyarakat dalam proses pengawasannya, agar dana 

tersebut dapat dimanfuatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat 

sesuai dengan amanat Pasal33 Undang-Undang Dasar 1945. 
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